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Pengaturan penataan ruang 
dilakukan melalui penetapan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang 
penataan ruang termasuk 
pedoman bidang penataan 
ruang



Nasional

•UUPR

•PP

•Perpres

Daerah

•Perda RTRW

•Pergub

•Perbup/Wali



Nasional

•UUPR

•PP

•Perpres

peraturan

•UU No. 26/2007

•PP 26/2008: RTRW Nasional

•Perpres 13/2012: RTRW 

PULAU SUMATERA



Peraturan RTRW Di Daerah Lampung

•Perda Prov Lpg No. 1/2010

•Perda BL No. 10/2011

•Perda Lamsel No. 15/2012

•Perda lamteng No. 1/2012



Pemerintah melakukan pembinaan penataan 
ruang kepada pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 
masyarakat. 

Pembinaan penataan ruang dilaksanakan 
melalui:
 koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 sosialisasi peraturan perundang-undangan 

dan sosialisasi pedoman bidang penataan 
ruang;



 pemberian bimbingan, supervisi, dan 
konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

 pendidikan dan pelatihan;

 penelitian dan pengembangan;

 pengembangan sistem informasi dan 
komunikasi penataan ruang;

 penyebarluasan informasi penataan ruang 
kepada masyarakat; dan

 pengembangan kesadaran dan tanggung 
jawab masyarakat.



Pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/ 
kota menyelenggarakan 
pembinaan penataan ruang 
berdasarkan kewenangannya 
masing-masing.


